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MOTTO 
 
Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang kau harus 
tetap untuk bergerak. 
(Albert Einstein) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
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ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح وؿ  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌنبر Rabbana 
2. ؿٌزن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
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dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دحمم ام ك Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Kekerasan dalam Rumah Tangga dari tahun ke tahun sangatlah meningkat, 
baik secaea fisik, psikis, maupun penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga 
sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada istri yang sifatnya 
menyakiti baik fisik maupun psikis tersebut. Terlebih lagi hukum indonesia belum 
ada istilah kekerasan terhadap perempuan (istri), umumnya masih memakai 
KUHP yang dikonotasi dengan kejahatan kesusilaan. Dengan lahirnya Undang 
Undang No. 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
yang disahkan pada 16 september 2004 setidakya ada titik terang untuk 
melindungi hak-hak perempuan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap 
perempuan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
jenis data sekunder dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu studi dokumen, berupa peraturan perundang-undangan, buku-
buku, jurnal, makalah, artikel, dan lain lain analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini mengunakan analisis deskriptif analitis dengan menggunakan pola 
pikir deduktif. Yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah pandangan 
hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kriteria 
yang diberikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terhadap tindak kekerasan 
yang dianggap sebagai tindak pidana dan melihat ketentuan pidana dalam Undang 
undang tersebut dengan dianalisis secara deskriptif-analitik-komparatif Dari hasil 
penelitian ini ditemukan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam 
rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak 
pidana. Sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 
2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan 
yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut 
dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap 
sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu kekerasan 
fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana tindak 
kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 
mengambil dari Pasal 44-49 yang masingmasing hukumannya mulai dari 4 bulan 
penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara lima juta rupiah sampai 
empat puluh lima juta rupiah, melihat berat ringannya perbuatan dan akibat yang 
ditimbulkan. Di samping usianya yang masih muda Undang-undang ini juga perlu 
terus diupayakan dan disosialisasikan dibarengi dengan Perda setempat. 
Setidaknya dengan adanya Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai altematif 
dalam melindungi hak-hak terhadap tindak kekerasan terutama istri. 
kunci : kekerasan Rumah Tangga, Hukum Positif, Hukum Islam 
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ABSTRACT 
 
 Domestic violence from year to year is greatly increased, both 
physically, psychologically, and neglected. Domestic violence often occurs 
because of differences of opinion. Domestic violence is any form of behavior 
committed against a wife whose nature is both physical and psychological. 
Moreover Indonesian law does not have the term violence against women (wives), 
generally still using the Criminal Code which is connoted with crimes of decency. 
With the birth of Law No. 23 of 2003 concerning the elimination of domestic 
violence which was ratified on September 16, 2004 at least there was a bright spot 
to protect women's rights in the prevention of acts of violence against women. 
Types and sources of data used in this study are secondary data types and 
secondary data sources. Data collection techniques used are study documents, in 
the form of legislation, books, journals, papers, articles, etc. The analysis used in 
this study uses analytical descriptive analysis using a deductive mindset. The 
subject of this research is the view of Islamic law and positive law on domestic 
violence, the criteria given by Law No. 23 of 2004 against acts of violence that are 
considered a criminal act and see the criminal provisions in the Act by analyzing 
them descriptively-analytic-comparative. From the results of this study it was 
found that Islam views violence against wives in the household as a disgraceful 
act, prohibited and categorized as acts criminal. Whereas in positive law, 
especially Law No. 23 of 2004 violence against a wife in the household is 
categorized as a prohibited act and categorized as a crime which the perpetrator 
deserves to be punished. Whereas the criteria for acts of violence against wives 
which are considered as criminal acts are departing from the explanation of 
Article 5, namely physical, psychological, sexual violence and neglect. Whereas 
the criminal provisions for acts of violence against wives contained in Law No. 23 
of 2004 took from Article 44-49, which each sentence ranging from 4 months to 
15 years imprisonment with a fine of between five million rupiahs and forty five 
million rupiah, seeing the severity of the actions and consequences. In addition to 
his young age, this law also needs to be pursued and socialized along with local 
regulations. At least with the existence of this Law can be used as an alternative in 
protecting the rights to acts of violence, especially wives. 
 
 
key: Domestic violence, Positive Law, Islamic Law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I. Latar Belakang Masalah 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suat 
kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan 
yang sering dimenimpah perempuan, yang akan berakibat timbul 
penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan 
pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga.
1
 
Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya 
yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang 
dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang 
didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah 
tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumag 
tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam 
lingkup rumah tangga. 
Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga 
setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi 
kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan 
                                                             
1
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 
1 
1 
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ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam 
lingkup rumah tangga. 
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi 
ditengah masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak dijumpai dan dilihat 
dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ataupun dapat kita baca 
di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/ perempuan. 
Bahwa wanita sering kali dianggap makluk yang paling lemah. Ketidak 
adilan tersebut dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga 
(KDRT) angka dilapangan tidak bisa diketahui semuanya.
2
 
Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi 
karena kesalah pahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak 
segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah 
tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi 
didalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah 
diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan 
ekonomi.
3
 
Perlakuan antara perempuan dan laki laki terdapat perbedaan 
diantara keduanya, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan 
perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung. 
                                                             
2 Peri Umar Faruq, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, ( Jakarta: JBDK, 
t.t.), hlm. 1. 
3
 Nofarina, (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan 
Hukum Pidana),Jurnal Ilmiah (2012), hlm. 3. 
3 
 
 
 
Kedudukan terpenting perempuan dalam keluarga adalah sebagi istri dan 
ibu yang mengatur jalannya rumah tangga dan memelihara anak. 
Sedangkan kedudukan terpenting laki-laki dalam sebuah keluarga sebagai 
suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah utama dalam keluarga. 
Karena tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, sorang suami 
tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sebab dia sudah memberi uang 
untuk jalannya roda rumah tangga.
4
 
Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya 
kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus 
tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang 
lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi . pada 
umunya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, 
sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan 
masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang 
dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.
5
 
Faktor internal merupakan faktor yang diluar dari diri pelaku 
kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif 
hanya saja dapat melakukan kekerasan jika berhadapan situasi yang sangat 
menyebabkan mereka frustasi. Biasanya pada saat ia mengalami kesulitan 
ekonomi, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan 
obat terlarang dan penyelewengan suami istri. 
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Di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa 
siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga 
sekaligus.
6
 Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan 
rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan 
hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku 
kekerasan dalam rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih 
besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam 
keluarga. 
Adapun dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada 
surat annisa ayat 34, Allah berfirman
7
: 
 ًتلالاىك  ىفويفاىىتَ   نيهىزويشين   نيهويظًعىف   نيهكيريجٍهاىك  ًف  ًعًجاىضىمٍلا   نيهويًبرٍضاىك  ٍفًإىف  ٍميكىنٍعىطىأ لاىف اويغٍػبىػت 
  نًهٍيىلىع لايًب ىس  فًإ  ىه للا  ىفاىك اًّيًلىع انيرًبىك (٤٣) 
 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar. 
 
Di dalam ayat tersebut disebutkan cara yang dilakukan untuk 
menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehatinya dengan 
cara yang baik baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami boleh 
mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya dan jika tidak berubah 
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juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak meengenai muka dan 
tidak meninggalkan bekas. 
Menurut Mustafa Al-Maragi Apabila suami melihat bahwa istri 
akan berbuat hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan, maka suami 
harus memberi nasehat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat 
durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat 
semcam itu dan meneruskan keduhakaannya maka suami boleh 
memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya atau memukul daerah-
daerah sensitif.
8
 
Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah 
meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti 
Anggota Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All forms 
of Discrimination against women) atau Konvensi Tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang- Undang PKDRT memiliki nilai 
strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, 
dengan diundangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu 
privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat 
meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan 
yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah 
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membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara 
untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam 
rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal 
terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus 
(perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan 
berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol 
kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun 
lalu.
9
 
Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang 
muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka 
serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat 
penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. 
Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah 
tangga di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar 
lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya preventif 
diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat 
(kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah 
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tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi diperlukan pula 
peran serta masyarakat.
10
 
Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi 
masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak 
kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan UU PKDRT sendiri 
memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap 
korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara 
khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur 
tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan 
tersebut masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, 
penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta 
pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga.
11
 
J. Rumusan Masalah 
Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam megenai kekerasan 
dalam rumah tangga.? 
K. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui perspektif hukum positif dan Hukum Islam mengenai 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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L. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi 
manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan dari penelitian ini menambahkan kontribusi pengetahuan 
tentang potensi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam 
dan hukum positif. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khazanah 
keilmuan dilingkungan akademisi dan masyarakat, terutama potensi 
kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Hukum 
Positif. 
M. Kerangka Teori 
Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, 
dan iniadalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi. 
Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan 
perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami 
kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan 
bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. 
Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhanya.
12
 
termasuk kekerasan fisik, psikis,seksual atau penelantaran rumah tangga. 
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Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan 
oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang 
menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu 
perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak 
korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak 
yang berwenang. 
Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, 
perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta 
merta disebutsebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 
Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah 
Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan 
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal 
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak,rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang.
13
  
Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara 
untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak 
pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang PKDRT ini juga tidak 
bertujuan untuk  mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan 
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orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara 
keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan 
mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan 
menindak pelaku Kekerasandalam Rumah Tangga. 
Banyak ayat al-Qur‟an yang menyinggung persoalan kekerasan 
terhadap perempuan menyangkut kekerasan fisik. Al-Qur‟an berbicara 
mengenai pemukulan suami yang 
Nunyuz hal ini dijelaskan dalam Q.S. An Nisa‟ ayat 34. 
 يؿاىجِّرلا  ىفويما وىػق ىىلىع  ًءا ىسِّنلا اىبِ  ىل ضىف  يه للا  ٍميهىضٍعىػب ىىلىع  وضٍعىػب اىبِىك اويقىفٍػنىأ  ٍنًم  ًٍمًلهاىوٍمىأ 
 يتاىًلحا صلاىف  هتاىًتناىق  هتاىظًفاىح  ًبٍيىغًٍلل اىبِ  ىظًفىح  يه للا  ًتلالاىك  ىفويفاىىتَ   نيهىزويشين   نيهويظًعىف 
  نيهكيريجٍهاىك  ًف  ىضىمٍلا ًعًجا   نيهويًبرٍضاىك  ٍفًإىف  ٍميكىنٍعىطىأ لاىف اويغٍػبىػت   نًهٍيىلىع لايًب ىس  فًإ  ىه للا  ىفاىك اًّيًلىع 
انيرًب ىك (٤٣) 
 
 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 
yanglain (wanita), dan karena mereka ( laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialahtaat 
kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada oleh karena 
Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatiri 
Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat 
tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkanya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar ”(Q.S. Surat an 
Nisa‟Ayat 34).14  
 
Surat An-Nisa ayat 34 di atas merupakan salah satu ayat yang 
membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. 
Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut, kaum laki-laki 
berhak  berbuat seenak hati terhadap kaum wanita. Sebab sebuah 
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himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum 
pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan 
perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukanya untuk 
menguasai ataupun memenopoli.
15
 
Di antara tugas kaum laki-laki adalah melindungi kaum perempuan. 
Inisebabnya mengapa hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak 
kepada perempuan, begitu juga menafkahi keluarga. Inilah yang lebih 
banyak dalamharta warisan, tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak 
mengendalikan,menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak 
ataupun kewajiban adalahsama.
16
 
Ayat ini sebagai landasan bahwa kaum laki-laki berkewajiban 
memelihara dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelabihan 
jasmani,ayat ini juga sebagai pijakan bagi suami untuk membari 
pendidikan kepada istri mereka yang membangkang dengan cara 
menasehati. Dan jika dengan nasehat dia masih membangkang maka 
pukulah mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh terlalu menyakitkan 
dan melukai. 
Seharusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga Islam, namun 
dalam kenyataan pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan 
petunjuk-petunjuk Allah tersebut, dan tergelincir dalam pertengkaran di 
antara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling 
dibenci Allah SWT yaitu putusnya hubungan pernikahan. 
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N. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/ 
penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti 
sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian 
yang teah ada. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi 
secara mutlak. 
Setelah mengadaan penelaan berbagai skripsi dikalangan mahasiswa 
yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak, 
namun dalam penelusuran awal sampai saat ini belum menemukan 
penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji tentang kekerasan dalam 
rumah tangga menurut perspektif hukum islam dan hukum positif yang 
didalamnya berusaha untuk meneliti konstribusi hukum islam yang 
mempengaruhi hukum positif dalam Kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) 
Potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga akibat Nusyuz merupakan 
skripsi yang dibahas oleh Muhammad Anwar Al ansori  yang menjelaskan 
tentang kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri diimana istri tidak 
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri atau dengan kata lain 
melakukann nusyuz.
17
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Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut hukum islam 
dan hukum positif merupakan skripsi yang dibahas oleh Listia Romdiyah 
(Skripsi),“Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara 
Hukum Islam dan Hukum Positif)”2007.18 Menyugukan perbandingan 
pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU PKDRT) pada  masalah 
kekerasan dalam rumah tangga. Menghasilkan; pertama: Kekerasan 
terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang 
dan dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hukum positif 
khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan 
sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana 
yang pelakunya patut dihukum. Kedua: Kriteria KDRT menurut Islam dan 
UU PKDRT hampir sama, perbedaanya hanya pada bentuk kekerasan 
ekonomi menurut Islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU 
PKDRT. 
Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum 
Positif dan Hukum Islam (study perbandingan Terhadap Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Dalam Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam di 
indonesia) yang dibahas Oleh Ulil Amri didalamnya membahas tentang 
bagaimana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan 
hukum islam.dan perbedaan pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 
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Farouq Umar (Skripsi).23 Dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan 
Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bundeh Kecamatan Sreseh 
Kabupaten Sampang” yang ditulis oleh mahasiswa AS (Ahwalul Syasiah) 
IAIN Sunan Ampel tahun 2013. Karyanya memuat tentang tindak 
Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana kekerasan tersebut berupa 
kekerasan fisik terhadap hubungan seksual dalam rumahtangga. Perlakuan 
suami terhadap istri yang meminta istrinya untuk melakukan hubungan 
seksual tanpa adanya kemauan dari pihak istri. Sehingga terjadi 
pemaksaan suami terhadap istrinya dan terjadi pula tidak kekerasan 
didalam hubungan suami-istri tersebut sehingga menimbulkan rasa 
kesakitan dan penganiayaan terhadap istri.
19
 
Listia Romdiyah (Skripsi),“ Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi 
Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”2007.20 
Menyugukan perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif 
(UU PKDRT) pada masalah kekerasan dalam rumah tangga. 
Menghasilkan; pertama: Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga 
sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak 
pidana sedangkan dalam hukum positif khususnya UU Nomor 23 Tahun 
2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan 
dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. 
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20 Listia Romdiyah, ,Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Perbandingan antara Hukum 
Islam danHukum Positif‟ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007). 
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Kedua: Kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hampir sama, 
perbedaanya hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut Islam dan 
penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT. 
Sejauh penelusuran penyusun dalam penelitian ini telah banyak yang 
membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian 
yang saya buat dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini secara 
spesifik membandingkan hukum Islam dan hukum positid tentang 
kekerasan dalam rumah taangga dalam meninjau kejahatan yang ada 
didalam rumah tangga yang belum terselesaikan dan saakin waktu semakin 
beragam bentuk bentuknya. Selain itu diskirpsi saya mencoba meneliti 
konstribusi hukum Islam yang mempengaruhi hukum positif dalam 
kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga mencari titik temu perbedaan 
serta persamaan tentang  kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum 
Islam dan hukum positif. 
O. Metode Penelitian 
Untuk memperolah data yang akurat penulis menggunakan 
Metode penelitian yang diantaranyan adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Metode peneitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah library Research, yaitu dengan membaca buku buku ilmiah, 
16 
 
 
 
jurnal, serta, buku buku yang lain yang berkaitan dengan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang.
21
 
2. Sumber Data 
sumber sekunder yaitu karya-karya para pakar hukum dan referensi-
referensi lain yang memiliki keterkaitang dengan hukum yang efektif 
dan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Urgensi sumber 
sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan pembanding dalam 
rangka kepentingan analisis.
22
 
3. Teknik Pengumpulan Data.  
Pembahasan skripsi ini menggunakan metode pengkajian 
kepustakaan atau library research. library research yaitu karya ilmiah 
yang didasarkan pada studi literatur atau pustaka.
23
 Oleh sebab itu, 
penulisan karya ilmiah ini akan dilakukan berdasarkan atas hasil studi 
terhadap beberapa bahan pustaka. Adapun yang digunakan pada tahap 
yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analitis dengan mengunakan pola pikir deduktif yakni dengan 
mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian 
menjelaskan ketentuan hukum kekerasan dalam rumah tangga, serta 
                                                             
21 Muslan Abdurrahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. (Malang: UMM 
pres), hlm.127. 
22
 Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum,( Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 47. 
23
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1990), hlm. 24. 
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kemudian analisis hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang 
Kekerasan daam Rumah Tangga. 
H.  Sistematika Pembahasan 
BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belekang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan 
Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika 
Pembahasan 
BAB II merupakan kerangka dasar teori penulisan dalam menganalisa 
pembahasan permasalahan yang akan dibahas meliputi. Tinjauan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dasar Hukum, 
Ruang Lingkup KDRT, Faktor yang terjadi dalam KDRT, tindakan- 
tindakan KDRT, Penanganan atau solusi KDRT, Pencegahan KDRT , 
Dampak Kekerasaan dalam Rumah tangga, Bentuk-bentuk Kekerasan 
dalam Rumah Tangga 
BAB III  merupakan pembahasan atas permasalahan pokok yang ada 
dalam skripsi ini mengenai perspektif hukum positif  megenai kekerasan 
dalam rumah tangga yaitu : Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Menurut Hukum positif. pengetian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 
Dasar Hukum, Ruang Lingkup KDRT, Faktor yang terjadi dalam KDRT, 
tindakan- tindakan KDRT, Penanganan atau solusi KDRT, dan 
Pencegahan KDRT. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-
bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 
18 
 
 
 
BAB IV dibab ini berisi penyusunan analisis tentang Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 
BAB V berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan yang telah 
diuraikan pada bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
B. Kekerasan dalam rumah tangga Hukum Islam  
7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dasar 
Hukum 
 Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan 
yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, 
seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian 
tubuh manusia.  Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana 
kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencangkup 
semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan 
berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan 
menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja.  Tindak pidana 
selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada 
anggota tubuh seseorang , tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa 
seseorang.
24
 
 Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu 
berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada 
angggota tubuh manusia. 
25
 tetapi tidak semua kekeraasan semata mata 
sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah 
tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak 
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 Abdul.Qadir‟audah, Al-Tasyri Al-Jina‟I Al-islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad‟I 
(Maktabah Dar Al-Urubah,1963), hlm. 204 
25
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setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis 
pada seseorang. 
 Adapun dasar hukum islam kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat 
dalam surat annisa ayat 34, Allah Berfirman : 
 يؿاىجِّرلا  ىفويما وىػق ىىلىع  ًءاىسِّنلا اىبِ  ىل ضىف  يه للا  ٍميهىضٍعىػب ىىلىع  وضٍعىػب اىبِىك اويقىفٍػنىأ  ٍنًم  ٍم
ًًلهاىوٍمىأ 
 ىًلحا صلاىف يتا  هتاىًتناىق  هتاىظًفاىح  ًبٍيىغٍلًل اىبِ  ىظًفىح  يه للا  ًتلالاىك  ىفويفاىىتَ   نيهىزويشين   نيهويظًعىف 
  نيهكيريجٍهاىك  ًف  ًعًجاىضىمٍلا   نيهويًبرٍضاىك  ٍفًإىف  ٍميكىنٍعىطىأ لاىف اويغٍػبىػت   نًهٍيىلىع لايًب ىس  فًإ  ىه للا  ىفاىك اًّيًلىع 
انيرًب ىك (٤٣) 
 
 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab 
itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-
wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 
 
 Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin 
yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan 
melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh allah swt. 
Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat 
kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak 
ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya 
kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz 
yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka 
nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah Swt.  Dan pisahkanlah 
tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali 
21 
 
 
 
melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya 
untuk berbuat aniaya. 
26
 
 Dalam tafsir al-Mizan dinyatakan bahka kata rijal dan nian dalam ayat 
tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi 
laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga yaitu suami istri. 
Karena didalam ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang 
sholehah yang menjaga diri ketika suami tersebut tidak ada, serta tindak laki 
laki ketika perempuan berbuat nusyuz, maka laki-laki dan perempuan dalam 
rumah tangga adalah suami istri.
27
 
 Adapun memperbolehkannya pemukulan dalam ayat ini, dapat kita pahami 
berdasarkan peristiwa khusus yang menyebakan turunnya (asbabun nuzul) 
ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki laki yang memukuli 
istrinya, dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasullah Saw, sehingga 
beliau memerinttahkan untuk melakukan Qishah. Dalam riwayat Ibnu 
Murdawaih menyebutkan bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya 
sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadu kepada Rasullah, 
beliau bersabda : ia (suami) tidak boleh demikian. Kemudian turunlah surat 
annisa ayat : 34 ini.
28
 
 Berdasarkan asbabun nuzul diatas, dapat dipahami bahwa ayat itu untuk 
membatalkan keputusan Rasullah saw. Tentang Qishash. Namun demikian, 
                                                             
 26 Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, Tafsir Jalalain (Bahrun Abu Bakar), 
(Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm 345. 
27
 Sayyid Muhammad Husain At-Tabatha‟I, Al-Mizan fi al-Tafsir, (Lebanon : al-„Alami, 
t.t.), Juz IV, hlm, 343-346. 
28
 Abu Bakar al-Sayuthi, Labu un Nuqul fi Asbab AL-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain 
(Bandung: Al-Ma‟arir, t.t.) hlm. 192. 
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pemukulan dalam hal ini dimaknai untuk memberikan pelajaran bukan 
untuk menyakiti seorang isteri. 
 Mengenai KDRT bukan hal yang baru dalam perspektif agama islam, 
karena hal dan jenis dan saksi telah diatur dalam Al-Qur‟an dan hadist 
sebagai sumber hukum islam yang harus menjadi pedoman bagi umat islam 
dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hal hal berkenaan dengan KDRT 
dalam islam dijelaskan sebagai berikut : 
a Qodzaf, ialah melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang 
wanita baik baik melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun. 
Sanksi hukumannya 80 cambukan. 
b Membunuh, ialah “menghilangkan” nyawa seseorang. Sanksi 
hukumnya ialah qishash (Hukuman Mati). Dijelaskan dalam surat al-
baqarah ayat 179 bahwasanya firman Allah SWT “diwajibkan atas 
kamu qishsah berkenaan dengan orang orang yang dibunuh. 
c Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya 
sehingga pelaku itu wajib dikenai hukuman, hukuman tersebut berupa 
ta‟zir yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan 
yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi. 
d Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumanya membayar diyat 
(100 ekor unta) tergantung pada tubuh yang disakitti. Penyerangan 
terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 
50 ekor unta, luka sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 
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diyat, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka gigi 
dan lupa tulang hingga kelihatan 5 ekor unta. 
e Perbuatan cabul, berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun 
belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi 3 tahun penjara, 
ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita tersebut berada dalam 
kendalinya, seperti pembantu rumah tanggamaka diberi sanksi yang 
maksimal. 
f Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya 
tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan 
sanksi 4 tahun. 
8. Ruang Lingkup KDRT 
 Ruang Lingkup dalam Islam atas kekerasan dalam rumah tangga sudah 
dikatakan dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga, bahwa terdiri dari suami, istri, dan anak orang-orang 
yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, 
dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau. orang yang 
bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga 
tersebut.
29
 
9. Penanganan atau solusi KDRT 
 Didalam surat annisa ayat 34 menerangkan bahwa kedudukan suami 
adalah sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin keluarga dan kewajiban 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Lima Bintang, 2004), hlm. 10. 
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seorang istri itu untuk menaati perintah suami. Jadi jika seorang istri tidak 
menaati atau membantah perintah suami akan terjadinya nusyus tersebut. 
Nusyuz pihak istri terhadap suami dan islam akan memberikan langkah 
langkah yang harus dilakukan suami untuk seorang istri tersebut.
30
 
a Suami adalah sebagai pemimpin keluarga. Dimana seorang pemimpin 
tersebut harus melihatt dan menghargai dari sisi baik yang dimiliki 
pasangannya tersebut. Tentunya seorang suami harus menghindari dari 
sikap yang merasa dirinyalah yang berkuasa ataupun membanggakan 
dirinya sendiri. 
b Jalankan kewajiban suami isri dengan sebaik mungkin,  sering terjadi 
kekerasan itu diakibatkan karna persoalan ekonomi, maka dalam keadaan 
itu istri wajib menyemangati seorang suami untuk mencari rezeki untuk 
keluarganya. 
c Berikan nasihat jika pasangan tersebut itu salah, bukan malah 
membentak ataupun menyakiti hati pasangannya. 
d Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh 
pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi 
dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.  
e Harus  tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, 
karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap 
ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga 
dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada. 
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 Lailatul Mubarokah, Problematika Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam 
Rumah Tangga dalam Perspektif Fikih Jinayah, (Jakarta: Lima Bintang) hlm. 5 
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f Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta 
sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah 
rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua 
belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam 
rumah tangga. 
g Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya 
antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa 
saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita 
untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang 
timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang 
kadang juga berlebih-lebihan. 
h Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada 
dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi 
pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga 
dapat diatasi dengan baik. 
10. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 
 Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga yakni
31
 : 
a Masyarakat masih membesarkan anak laki laki dengan mendidiknya agar 
mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk 
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 Farcha Ciciek, Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari 
Kehidupan Rasulullah SAW  (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 33-36 
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merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika ia menyimpang 
dari harapan maka mereka dikatagorikan laki laki lemah. 
b Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agartergantung kepada 
suami. Khususnya secara ekonomi. Hal tersebut membuat kita hampir 
sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Salah satu akibatnya, istri 
seringkali dilakukan semena mena sesuai kehendak atau mood suaminya. 
c Fakta bahwa laki laki dan perempuan tidak diposisikan dalam 
masyarakat. Kita percaya bahwa lelaki lebih berkuasa atas perempuan. 
Didalam rumah tangga ini suami atasistri. Istri adalah sepenuhnya milik 
suami sehingga selalu harusberada dalam kontrol laki laki. Jika istri 
keliru maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera kembali 
kejalan yang benar termasuk didalamnya melakukan tindak kekerasan. 
d Masyarakat tidak menganggap bahwa KDRT adalah sebagai masalah 
sosial, akan tetapi masyarakat menganggap KDRT adalah persoalan 
masalah suami dan istri. Orang lain tidak boleh ikut campur dalam 
persoalan tersebut. Hal ini sungguh aneh. Jika kita melihat seorang 
perempuan yang tidak kenal diserang oleh seseorang dijalanan, maka kita 
akan berupaya menghentikan atau melaporkannya peristiwa itu kepada 
pihak yang berwajib (polisi). Tetapi jika kita mengetahui seorang suami 
menganiaya istrinya, kita tidak bisa berbuat apa apa. Sikap inilah yang 
mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga terus berlangsung. 
e Banyak pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap jika 
laki laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan bahwa 
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agama juga membenarkan suami melakukan kekerasan teradap istri 
dalam rangka mendidik. Sebab suami mempunyai kedudukan yang lebih 
tinggi dari perempuan. Pemahaman seperti di atas melestarikan tindakan 
kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, jika di luruskan 
dengan penafsiran yang lebih sesuai maka keadilan yang merupakan ruh 
islam. 
11. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Al-Qur‟an sebagai sumber Islam memang tidak mencangkup seluruh 
persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyak ayat yang 
berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi 
bukti bahwa islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam 
rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga  
perspektif islam sebagai berikut : 
a Kekerasan fisik  
 Al-Qur‟an dan hadist diyakini semua umat islam sebagai sumber 
acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari 
dan dikaji dilembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga 
lumra jika terjadi banyak penafsiran. Al-qur‟an perhatian bagi istri yang 
Nusyuz hal ini dijadikan dasar pemikiran surat an-nisa ayat (34). Dalam 
ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang Nusyuz 
yaitu terdapat pada ayat : 
 لاىف ٍميكىنٍعىطىأ ٍفًإىف  نيهويًبرٍضاىك ًعًجاىضىمٍلا ًف  نيهكيريجٍهاىك  نيهويظًعىف  نيهىزويشين ىفويفاىىتَ ًتلالاىك
لايًب ىس  نًهٍيىلىع اويغٍػبىػت 
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  Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 
hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di 
tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. 
Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 
alasan untuk menyusahkannya. (surat an-nisa ayat 34)
32
 
 
  Ketentuan tersebut mennjukan bahwa kalaupun pemukulan secara 
fisik terpaksa dilakukan suami, namun tidak dapat disalahgunakan 
sebagai penganiayaan. Suami juga dilarang memukul istri dalam tiga 
kondisi, yaitu : pertama, memukul istri tanpa melalui tahapan nasihat 
dan pisah tempat tidur dengan istri.
33
 Kedua, memukul yang bersifat 
dendam dan ingin menang sendiri.
34
 Ketiga, memukul yang 
menyakitkan, karena pemukulan yang dikendaki ayat itu, adalah 
pemukulan mendidik buakn pemukulan keras yang dapat meninggalkan 
bekas, atau sampai mematahkan tulang. Nabi Saw. Bersabda : 
  Dari Dulayman Ibn Amr Al-Ahwas bapaknya mengabarkan, bahwa 
ia menyaksikan haji wada bersama Rasulullah Saw, Beliau Saw. 
Memuji menyanjung Allah, lalu bersabda, “Berwasiatlah kalian kepada 
perempuan dengan baik, karena mereka disisimu adalah tawanan. 
Kalian tidak memiliki hak apa selain yang demikian itu, kecuali mereka 
melakukan kemaksiatan secara terang terangan. Jika demikian, maka 
pisahkan mereka dari tempat tidur (tidak digauli) dan pukullah mereka 
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tanpa menyakiti yang tidak meninggalkan bekas. (hadist riwayat al-
Tarmidhi)
35
 
b Kekerasan psikis 
 Selain kekerasan fisik, islam juga memperhatikan kekerasan psikis, 
sebagaimana kisah khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah 
karena selalu dicaci maki oleh suaminya aus bin samit, khaulah seorang 
muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun 
dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya 
karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak 
ada makanan. Malam hari khaulah menolak dicampuri suaminya. 
Peristiwa ini dianjurkan pada rasulullah lalu turunlah surat Al-Mujaalah 
ayat 1-6 tentang dzihar ayat ini mengandung makna agar para suami 
tidak mudah menzhihar.
36
 
 Suami berkewajiban untuk memperlakukan istri dengan cara yang  
baik dan tidak menyakiti istrinya sesuai penegasan Allah : 
 ىهُّػيىأ اىي انهٍرىك ىءاىسِّنلا اويًثرىت ٍفىأ ٍميكىل ُّل ًىيَ ىلا اوينىمآ ىنيًذ لا ا  ۖ  اىم ًضٍعىػًبب اويب ىهٍذىًتل  نيهويليضٍعىػت ىلاىك
 وةىنِّػيىػبيم وةىشًحاىفًب ىينًتٍأىي ٍفىأ  لاًإ  نيهويميتٍيىػتآ  ۖ  ًؼكيرٍع ىمٍلًاب  نيهكيرًشاىعىك  ۖ   نيهويميتًٍهرىك ٍفًإىف
 ٍفىأ ٰىىسىعىػف انيرًث ىك انرٍػيىخ ًهيًف يه للا ىلىعٍىيَىك انئٍي ىش اويهىرٍكىت 
 
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian 
                                                             
35
 Al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī wa Huwa al-Jāmi‟ al-Ṣaḥīḥ, (Indonesia: Maktabah Dahlan)Juz 
II, hlm. 315.  
36
 Siti Awaliyah, Skripsi Tentang Faktor faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan 
Terhadap Istri Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian  (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama 
Surakarta No. Perkara 0061/pdt.G/2011/PA.Ska. Surakarta 2011, hlm. 42. 
30 
 
 
 
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.  
 Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri 
bukan sekedar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri 
dari semua sikap istri yang tidak disnangi suami. Dalam hal ini ada 
ulama yang memahami ayat  ًؼكيرٍع ىمٍلًاب  نيهكيرًشاىعىك dalam arti perintah 
untuk berbuat baik pada istri yang dicintai maupun tidak. Kata makruf 
dipahami mencangkup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan tidak 
lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbaik baik kepadanya.
37
 
 Sedangkan dengan pendapat al-Sha‟rawi, Imam Shafi‟I (150-240 
H) mengatakan Allah telah menetapkan agar suami menunaikan 
kewajibannya dengan cara yang patut. Makna patut disini ialah 
memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan 
suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakan sikap 
tidak senang. Apabila salah satu diantara sifat – sifat ini ditinggalkan, 
maka seseorang dianggap berlaku aniaya, karena menunda pelaksanaan 
hak orang lain termasuk kelaziman.
38
 
 Karena itu menurut al-Sayyid Sabiq (1915-200 M), begaul dengan 
cara yang baik pada hakikatnya sama menghormati istri. Menghormati 
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istri pertanda dari kemanusiaanya yang sempurna dan merendahkannya 
sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya.
39
 
 Kewajiban suami dalam konteks ini menurut abu al-ala Al-
Mawdudi (1903-1979 M) adalah tidak menganiaya istri. Bentuk 
penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan 
psikis. Bentuk penganiayaan suami kepada istri yang tergolong 
kekerasaan psikis, diantaranya yang dilakukan suami terhadap istrinya. 
Ila adalah enggan memenuhi nafsu seksual naluriah istri tanpa alasan 
syar‟I dengan maksud semata mata menyakitinya. Hukum islam 
membatasu ila maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan 
menggauli istriya, dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri.
40
 
 Ketentuan firman allah dalam hal didasarkan firman Allah berikut ini : 
( هميًحىر هرويفىغ ىه للا  فًإىف اكيءاىف ٍفًإىف وريهٍشىأ ًةىعىػبٍرىأ يصُّبىرىػت ٍمًهًئا ىسًن ٍنًم ىفويلٍؤيػي ىنيًذ ًلل222 ٍفًإىك )
  للا  فًإىف ىؽلا طلا اويمىزىع هميًلىع هعي ًىسَ ىه 
 
 Kepada orang-orang yang meng-ila istrinya diberi tangguh empat 
bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
 
 Menurut M. Quraish Shihab (I. 1944 M), ila adalah sumpah yang 
dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak, untuk 
tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya. Penutup ayat ini 
mengandung kesan bahwa isi hati seseorang ataupun ucapan-ucapan 
                                                             
39
 Al-Syayid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm 160 
40
 Abu al-A‟la al-Mawdudi, Huquq al-Zawjayn, terj. Abu Amir Izza Rasyid Ismail, 
Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri,(Yogyakarta: 
Absolut). hlm. 26 
32 
 
 
 
yang menyakitkan hati seorang istri, didengar daan diketahui oleh allah, 
sehingga suami hendaknya berhati- hati.
41
  Larangan terhadap ila ini 
pada hakikatnya erat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan 
istri. Ila secara subtansual merupakan bentuk kekerasan psikolohis dan 
kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya.
42
 
c Kekerasan seksual 
 Yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual 
oleh satu pihak lain, suami terhadap istri, atau sebaliknya yang biasa 
disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami 
berbagai kalangan marital rape adalah istri yang beroleh tindak 
kekerasan seksual suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Dengan 
demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan 
yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas 
seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.
43
 Hal ini berarti suami yang 
menggauli istri dengan baik menjadi pertanda ketinggian budi pekerti 
suami sendiri, dan sebaliknya, suami yang berbuat kasar terhadap 
istrinya menjadi pertanda rendahnya budi pekerti suami. 
 Kewajiban Suami dalam kontek ini menurut Abu al-Ala al-
Mawdudi (1903-1979 M), adalah tidak menganiaya istri. Bentuk 
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penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan 
psikis. Bentuk penganiayaan suami kepada istri  
d Kekerasan ekonomi  
 Yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak 
memberikan nafkah perawatan dan pemeliharaan sesuai dengan hukum 
yang berlaku atau perjanjian antara suami istri tersebut. Selain itu juga 
yang termasuk katagori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau 
melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga 
korban dibawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas 
melalui pengalaman pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah 
bahwa islam tidak mentoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi 
ekonomi. 
12. Kontribusi hukum islam yang mempengaruhi hukum positif 
KDRT 
 Salah satu ayat al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum 
perempuan adalah al-Nisa‟ [4]: 34, yang menyatakan bahwa  laki-laki 
adalah pemimpin bagi perempuan,  dan melegalkan pemukulan suami 
ketika  istri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan  alasan yang 
mendukung budaya patriakhri,  yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin 
bagi  perempuan baik dalam masyarakat secara  umum, maupun dalam 
rumah tangga. Dalam  Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata rijal  dan 
nisa‟ dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak  bersifat umum yaitu laki-laki 
dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam  hubungannya 
34 
 
 
 
dalam rumah tangga, yaitu  suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut  
dipaparkan juga tentang perempuan yang  perempuan yang shaleh yang 
menjaga diri  ketika suaminya tidak ada dan seterusnya,  serta tindakan 
laki-laki ketika perempuan  berbuat nusyuz. Maka, laki-laki dan 
perempuan  dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam  rumah 
tangganya.
44
 
 Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga 
menyatakan bahwa konteks ayat  tersebut dibatasi hanya dalam rumah 
tangga.  Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur„an  menempatkan 
laki-laki dalam kedudukan yang  lebih superior terhadap perempuan. 
Namun,  al-Qur„an tidak menganggap atau menyatakan  bahwa struktur 
sosial bersifat normatif.  Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang  
selalu berubah, dan jika di sebuah struktur  sosial dimana perempuan yang 
menghidupi  keluarganya, atau menjadi teman kerja laki- laki, maka 
perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan 
memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya  sebagaimana 
yang diperankan laki-laki.
45
 Adapun  tentang diperbolehkannya pemukulan 
dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan  peristiwa khusus yang 
menyebabkan turunnya  ayat tersebut (asbab an-nuzul mikro). Yaitu, ayat  
tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan 
kemudian saudaranya  mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau  
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memerintahkan untuk melakukan qisas. Dalam  riwayat lain, dijelaskan 
bahwa ada seorang laki- laki yang menampar istrinya, dan Rasulullah  
memerintahkan untuk di-qisas, sehingga turun  ayat tersebut. 
 Berdasarkan sababun nuzul tersebut,  maka dapat dupahami bahwa 
ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan  pemukulan 
diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah 
tentang  qisas. Namun demikian, pemukulan dalam hal  ini hendaknya 
dimaknai untuk memberikan  pelajaran, bukan untuk menyakiti istri. 
Berkaitan  dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi. 
 “Takutlah kepada Allah terhadap perempuan  karena kamu sekalian 
telah mengambil mereka sebagi  amanah Allah dan dihalalkan bagimu 
kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu  agar 
istri-istrimu tidak melakukan jima‟ dengan  laki-laki lain yang tidak kamu 
sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan  yang 
tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu  berhak atas rizki dan pakaian 
yang baik”.46 
 Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka  pemukulan diperbolehkan 
karena istri berbuat  zina yang keji. Dalam Tafsir al-Mizan juga  
dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan  QS. al-Nisa„ [4]: 19 tentang 
larangan untuk  menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah 
dan mengekang. Larangan tersebut  diberi pengecualian yaitu jika mereka 
berbuat  fahisyah mubayyinah. Term fahisyah‟ biasanya  digunakan dalam 
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al-Qur„an untuk menyebut  perbuatan zina, sementara mubayyinah‟ dari  
kata bayyana, sama dengan abana, isatabana,  tabayyana, yang cenderung 
berarti pembuktian,  sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah  
perbuatan zina yang terbukti.
47
 Oleh karena itu,  perlu dipertanyakan 
batasan nusyuz, sehingga  pemukulan terhadap istri diperbolehkan.  
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka  tidak bolehkah dinyatakan 
bahwa nusyuz istri  terhadap suaminya adalah jika istri berbuat zina  yang 
nyata atau terbukti istri berbuat zina. 
 Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai  pembangkangan atau 
ketidaktaatan istri terhadap suami. Konsep nusyuz tersebut di  atas 
hendaknya ditinjau kembali, karena   perubahan kondisi sosio-kultural 
masyarakat  saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah  suaminya 
dianggap sebagai nusyuz, di saat  sekarang perempuan lebih mandiri dan 
mampu  pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka  hal itu mungkin tidak 
sesuai lagi. Walaupun  tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika 
istri berbuat nusyuz, namun pemukulan  ini bukan berarti tindak 
kekerasan, karena  tujuan dari pemukulan bukanlah untuk  menyakiti, 
melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat 
perintah  untuk mempergauli istri dengan makruf dan larangan menyakiti 
istri atau larangan untuk  berbuat kemadharatan terhadap istri. 
                                                             
47 Asghar Ali Engineer, Islam dan…hlm. 254-255. 
37 
 
 
 
 Perintah untuk mempergauli istri dengan  ma‟ruf dan larangan untuk 
berbuat aniaya  terhadap istri terdapat dalam Q.S. al-Baqarah  [2] : 228-
229, dan Q.S. al-Nisa„[4]: 19.  
 “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan  diri (menunggu) 
tiga kali quru´. Tidak boleh  mereka menyembunyikan apa yang diciptakan  
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada  Allah dan hari 
akhirat. Dan suami-suaminya  berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika  mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para  wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan  kewajibannya menurut cara yang 
ma´ruf. Akan tetapi  para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan  
daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak 
(yang dapat dirujuki) dua  kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
yang  ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.  Tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu  dari yang telah kamu berikan kepada 
mereka,  kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat  menjalankan 
hukum-hukum Allah. Jika kamu  khawatir bahwa keduanya (suami istri) 
tidak dapat  menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada  dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan  oleh istri untuk menebus 
dirinya. Itulah hukum- hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.  
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah  mereka itulah orang-
orang yang zalim.”48 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal  bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa  dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka karena  hendak mengambil kembali sebagian dari 
apa yang  telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila  mereka 
melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan  bergaullah dengan mereka 
secara patut. Kemudian  bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah)  karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,  padahal 
Allah menjadikan padanya kebaikan yang  banyak.”49 
 
 Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan  bahwa Q.S. al-Nisa„ [4]: 
19 di atas berbicara  tentang perintah untuk mempergauli para  perempuan 
dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. 
Ayat ini  turun dalam kondisi masyarakat Arab yang  menjadikan 
perempuan sebagai harta warisan,  yang dapat dinikahi tanpa membayar 
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mahar,  atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal  dan kemudian 
hartanya diwarisi.
50
 Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan 
menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang 
tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal„) untuk 
mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahinya melalui pewarisan. 
Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu Q.S. al-
Nisa„ [4]: 22 (yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-
perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu. Kemudian diikuti 
dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak 
langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika 
mereka berbuat fahisyah mubayyinah. Term fahisyah biasa digunakan 
dalam al-Quran untuk menyebut perbuatan zina, sementara mubayyinah 
dari kata bayyana, sama dengan abana, isatabana, tabayyana, yang 
cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimasud 
adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q.S. 
al-Baqarah [2]: 229.
51
 
 Term yang dimaksud dengan ma‟ruf adalah sesuatu yang diketahui 
oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan 
atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Quran pula bahwa semua 
manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan 
kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling 
membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai 
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kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan 
bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling 
membutuhkan.
52
 Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai 
dengan trah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan 
di masyarakat.  Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak 
sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya 
mengikuti laki-laki.
53
 
 Sehingga dalam hal ini, penulis berpendapat haruslah ayat-ayat 
dalam al-Quran tersebut dicari moral-ideal dan legal-spesifik seperti yang 
dilakukan oleh teori double movement-nya Fazlurrahman sehingga 
reinterpretasi teks mutlak diperlukan. Sehingga segala permasalahan 
termasuk KDRT, dapat beriringan antara norma dan nilainya sekaligus, 
yang menurut hemat penulis UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT 
juga ingin mencapai tujuan norma dan nilai yang juga telah digariskan 
oleh Islam. Q.S. al-Nisa‟ [4]: 34 hendaknya dipakai sebagai alat untuk 
mendidik istri, bukankan dalam Q.S. al-Tahrim: 6 Allah SWT juga 
membebani suami untuk menjaga ahlinya (keluarganya), yaitu istri dan 
anak-anaknya dari api neraka, pada titik inilah Islam berbicara tentang 
pendidikan. Dan diantara tujuan perlunya suami mendidik istri antara lain 
adalah:
54
 Pertama, ketika seorang anak perempuan telah menikah, maka 
tanggung jawab dalam segala hal tidak lagi berada dipundak orang tuanya 
akan tetapi berada dipunggung suaminya. Kedua, pandai dan baik istri 
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akan berdampak positif bagi kewibawaan dan kehormatan suami di mata 
keluarga dan orang lain. Maka sebaliknya, jika istri bodoh dan jelek 
pekertinya akan berdampak negatif bagi suami dalam segala hal termasuk 
kehormatan, kewibawaan, karir dan lain-lain. 
 Itulah tujuan mulia yang hendak ingin dicapai baik oleh hukum 
Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam nilai-nilai seperti al-
Hurriyah, al-Suluh, al-musawa, al-„Adalah, al-Rahmah, al-Ukhuwah 
haruslah tercermin dalam setiap tingkah laku setiap muslim, maka dalam 
konteks ini KDRT jelas tidak dapat dibenarkan. Sedangkan dalam konteks 
hukum positif nilai-nilai hukum Islam di atas secara tertulis jelas ada 
dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan secara tersirat ia 
harus mencerminkan nilai-nilai Islami tersebut di atas. Sehingga antara 
hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan tanpa ada 
perbedaan. 
 
  
41 
 
 
 
BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) 
dalam Hukum  Positif 
10. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif 
 Dalam kamus bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal 
yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera 
atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.
55
 Dengan 
demikian kerusakan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat isik 
yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan 
adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang dilukai. 
 Secara umum Hadi dan Aminah memberikan pengertian kekerasan 
adalah serangan terhadap fisik dan mental, sedangkan hayati menjelaskan 
bahwa kekerasan, pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal 
maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok 
orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lainnya, sehingga 
menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. “lebih 
lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan paksaan 
secara baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.
56
 Menurut UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
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perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 
Butir 1).
57
  
 Setelah UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga dinyatakan sah dan berlaku pemerintah mensosialisaikan UU 
tersebut kepada masyarakat, tetapi hasil dari semua itu kurang maksimal dan 
berakibat banyak anggapan-anggapan yang lahir dari ketidakpahaman dalam 
UU tersebut. salah satu ketidakpahaman mereka adalah mereka menganggap 
bahwa UU tersebut hanya melindungi perempuan semata sehingga secara 
umum masyarakat memandang sikap tidak peduli terhadap UU tersebut. 
Namun jika kita secara cermat menelaah ketentuan-ketentuan UU tersebut, 
tentunya sikap tidak peduli ini sangat tidak beralasan. 
 Dasar hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU 
No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga 
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa 
“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
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perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. 
 Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, 
bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, 
penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, 
penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan 
dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian. 
 Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh 
kaum wanita, tetapi dalam UU KDRT nasional korban mencakup siapa saja 
yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 UU KDRT 
menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan 
dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan 
penjelasan pasal di atas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, 
pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun 
yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.
58
 
 Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang 
terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis, maupun 
ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan 
psikologis atau menimbulkan rasa sakit atau kesengsaraan terhadap orang 
lain 
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11. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa 
lingkup rumah tangga dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga pasal 2 ayat 1 ini meliputi: suami, istri, dan 
anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; 
dan atau. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut. 
 Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari UU 
ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir 
karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang-orang yang 
mempunyai hubungan keluarga (hubungan darah/ perkawinan/ 
pengasuhan/perwalian) atau anggota rumah tangga lainnya (yang menetap 
dalam rumah tangga/ yang bekerja dalam rumah tangga) atau anggota rumah 
tangga lainnya seperti pembantu. Pengertian “rumah tangga” dalam UU  
cakupannya sangat luas sehingga tentu saja tidak hanya untuk melindungi 
perempuan/ istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahka mereka yang 
tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau 
bekerja dalam rumah tangga tersebut dan tak terkecuali suami. Sebab, fakta 
di lapangan menunjukan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga 
juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apabila seorang 
laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya (korban kekerasan) maka dia dapat 
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dilindungi hak-haknya oleh UU tersebut apabila dia  melapor ke pihak 
berwajib.  
 Ketidakpahaman lain yang muncul dalam memandang UU ini adalah 
bahwa mereka beranggapan kekerasan hanya berupa pada kekeraan fisik 
saja, tetapi dalam UU ini tepatnya pada pasal 5 yang dimaksud dengan 
bentuk kekerasan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 
seksual, penelantaran rumah tangga (ekonomi). 
 Adapun dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga pasal 10 negara menjamin perlindungan hak-hak 
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,  Korban berhak 
mendapatkan
59
: 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat 
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 
e.  Pelayanan bimbingan rohani. 
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12. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
 Bahwa bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : a) 
kekerasan psikologis, b) kekerasan fisik, dan c) kekeraan seksual.dan telah 
terangkum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun2004 sebagai berikut :
60
 
a Kekerasan Fisik 
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat 
(pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya.
61
 
b Kekerasan Psikis 
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau 
penderitaan psikis berat terhadap seseorang (pasal 7), misalnya ancama 
terhadap seseorang. 
c Kekerasan seksual 
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam 
lingkup rumah tangganya dalam orang lain untuk tujuan komersil dan 
atau untuk tujuan tertentu. 
d Penelantaran rumah tangga juga dimasukan dalam pengertian kekerasan, 
karena setiap orang dilarang menelantarkan orang didalam lingkup  
rumah tangga. Padahal menurut hukum berlaku baginya atau karna 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan 
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atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelentaran ini berlaku 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomidengan cara 
membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam rumah 
maupun diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut 
(pasal 9 Undang Undang KDRT).
62
 
13. Faktor – Faktor yang menyebabkan Terjadinya KDRT 
Secara garis besar faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah 
tangga dapat dirumuskan menjadi dua yaitu : faktor eksternal dan faktor 
internal. Faktor eksternal berkaitan dengan hubungannya dengan kekuasaan 
suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Diantaranya
63
 : 
a. Budaya Patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki laki dianggap 
lebih unggul dari pada posisi perempuan dan berlaku tanpa perubahan 
seolah olah itu sudah menjadi kodratnya. 
b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya 
seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan untuk 
mendidik atau istri tidak mau melayani suami, maka suami berhak 
memukuli isri, dan istri dilaknat malaikat. 
c. Kekerasaan berlangsung justru tumpang tindih legitimasi dan menjadi 
bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat 
sehingga menjadi bagian kehidupan. 
Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga antara lain: 
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a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung 
menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian 
lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan.Hal ini 
sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskrimi-
nasikan  perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam 
berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki 
memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap 
perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.  
b. Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi 
sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan 
sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, 
bertanggung  jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering 
kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate 
, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau 
bawahannya. Dalam kontek ini misalnya negara terhadap rakyat 
dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan 
rakyat kecil 
c. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan  
terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsi 
pekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai 
keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan 
sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi 
terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena 
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itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau 
murah.
64
 
d. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah 
kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan  
yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat 
terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, 
f) citra diri yang rendah, g), frustasi, h) perubahan situasi dan kondisi, 
i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola 
kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).
65
 
14. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun 
lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut : 
a. Tinjauan psikologi, dampak yang terjadipada korban dapat berupa: 
1) Terisolasi 
2) Memiliki perasaan tidak berdaya 
3) Selalu menyalahkan diri sendiri 
4) Memiliki harga diri rendah 
5) Tidak realitis dan memiliki sikap yang pasrah 
b. Tinjauan medis 
 Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak 
kekerasan pada korban akan berakibat antara lain: 
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1) Aspek Fisik Korban  
a) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri 
b) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat  
c) Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin 
(abortus, infeksi, anemia, dan sebagainya) 
d) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan 
e) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pemerkosaan dan 
kelahiran premature. 
f) Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, 
infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan. 
2) Aspek psikis korban 
a) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutakan, rendah diri, 
kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi 
seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan 
menarik diri,  dari lingkungan. 
b) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering 
melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya. 
c. Tinjauan waktu 
 Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan 
dan pelecehan seksual) , korban akan mengalami dampak jangka pendek 
dan dampak jangka panjang yaitu : 
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1) Dampak jangka pendek 
Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada 
umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis 
biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, 
malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan 
kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan. 
2) Dampak jangka panjang 
Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penangangan 
dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang 
timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negative terhadap laki 
laki atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan setres 
pascatrauma yang biasanya ditandai dengan gejala gejala yang khas 
seperti mimpi buruk, atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul 
secara tiba tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan 
terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang 
menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa yang 
menimpa korban, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu. 
Tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena masing masing individu 
itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang 
berbeda-beda pula. 
15. Sebab – Sebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 
 Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat terjadi dewasa ini berupa 
kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut 
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kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya
66
 :  
a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika 
berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain 
untuk berbuat tidak senonoh dan jahat. 
b. Gaya hidup diantara laki laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak 
atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh 
dikerjakan dengan yyang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah 
akhlak hubungsn laki laki dengan perempuan sehingga sering terjadi 
seduktif rape. 
c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma norma 
keagamaan yang terjadi ditengah masyrakat. Nilai nilai keagamaan 
semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang 
cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial 
untuk mendorong seorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. 
d. Tingkat kontrol masyakat (social control) artinya berbagai perilaku 
diduga sebagai penyimpang, melanggar hukum dan norma keagamaan 
kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur unsur 
masyarakat. 
e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu 
seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menurutnya 
untuk dicari kempensasi pemuasnya. 
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f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam 
terhadap sikap, ucapan, dan perilaku korban yang dianggap menyakiti 
dan merugikan sehingga menimbulkan anga rape. 
Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa menurangi 
stres. Sementara perempuan menghadapi itu tersebut dengan rasa rendah diri 
dan keinginan untuk didominasi dan adanya mitos bahwa kekerasan adalah 
suatu hal yang tidak merelakan dalam hubungan perempuan dan laki-laki. 
Para pengadvokasi arti kekerasan terhadap perempuan mengamati 
bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma norma sosial yang telah 
terkontruksi yang menempatkan bawa laki laki pada posisi yang dominan 
dan perempuan pada posisi subordinasi.
67
 
Berdasarkan kekerasan diatas dapat disimpulkan sebab terjadinya 
tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu adat istiadat yang lebih 
mengunggulkan kaum laki laki sehingga perempuan harus tunduk pada laki-
laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan, suami adalah 
pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak 
terhadap istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya 
keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih. 
16. Hak hak korban  
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos 
dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam 
kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 
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Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 
PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar 
korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, 
walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang 
tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah 
orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah 
tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi 
oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem 
hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan 
masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta 
menindak pelakunya.  
UU PKDRT secara substanstif memperluas institusi dan lembaga 
pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT. Didalam 
pasal 10 , korban berhak mendapatkan
68
 : 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan pemerintahan perlindungan dari pengadilan. 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban 
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d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan  
e. Pelayanan bimbingan rohani 
Penjelasan pasal 10, Huruf a, Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” 
adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah 
kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga lembaga bantuan. Huruf 
d Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang 
mempunyai kopetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh 
melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktik dibidang pekerjaan 
sosial/ kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan 
melaksanakan tugas profesional pekerja sosial. 
17. Perlindungan Bagi korban  
 UU PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan 
fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat 
memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka 
pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga 
non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, 
pendampingan dan rehabilitasi.
69
 Artinya tidak sampai kepada litigasi. 
Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu 
sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. 
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 Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi 
perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan 
pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh 
institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing: 
 Pasal 16 (1) dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam 
terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah 
tangga, kepolisisan wajib segera memberikan perlindungan sementara pada 
korban. (2) perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 
(1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani. 
(3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) 
kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan.
70
 
 Pasal 17, dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat 
bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
71
 
 Pasal 18, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban 
tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. 
 Pasal 19, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah 
mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga. 
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Pasal 20, kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : 
a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban 
b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan ; dan 
c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban 
Pasal 21 Ayat (1) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
korban, tenaga kesehatan harus : 
a. Memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya 
b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atas 
permintaan penyidikan kepolisian atau surat keterangan medis yang 
memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti 
Ayat (2) pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan disarana milik pemerintah,  pemerintah daerah, atau 
masyarakat. 
Pasal 22, Ayat (1) dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial 
harus
72
: 
a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman 
bagi korban 
b. Memberikan informasi mengenai hak hak korban untuk mendapatkan 
perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan 
c. Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif ; dan 
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d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada 
korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, atau lembaga sosial yang 
membutuhkan 
Pasal 23 dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping 
dapat
73
: 
a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan 
seorang atau beberapa orang pendamping 
b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat 
pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara obyektif 
dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialaminya. 
c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban 
merasa aman didampingi oleh pendamping; dan 
d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada 
korban. 
Pasal 24, dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus 
memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan 
penguatan iman dan takwa kepada korban. 
Pasal 25, dalam hal ini memberikan perlindungan dan pelayanan, 
advokat wajib : 
a. Memberikan konsultasi hukum yang mencangkup informasi mengenai 
hak hak korban dan proses peradilan 
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b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan bantuan korban untuk secara 
lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; 
atau 
c. Melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum, melawan 
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan 
sebagaimana mestinya. 
Pasal 26, (1) korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan 
dalam rumah tangga kepada kepolisian baik tempat korban berada maupun 
ditempat kejadian perkara. (2) korban dapat memberikan kuasa kepada 
keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga 
kepada pihak kepolisian baik ditempat korban maupun ditempat kejadian 
perkara. 
Pasal 27, Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan 
oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 
berlaku. 
Pasal 28, Ketua pengadilan dalam tegangan waktu 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi 
perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada 
alasan yang patut. 
Pasal 29, permohnan untuk memperoleh surat perintah yang dapat 
diajukan oleh : 
60 
 
 
 
a. Korban atau keluarga korban 
b. Teman korban 
c. Kepolisian 
d. Relawan pendamping 
e. Pembimbing rohani 
Pasal 30, (1) permohonan perintah perlindungan disampingkan dalam 
bentuk lisan atau tulisan. (2) dalam hal permohonan diajukan secara lisan, 
panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. 
(3) dalam permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman 
korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka 
korban harus memberikan persetujuannya. (4) dalam keadaan tertentu, 
permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
74
 
Pasal 31, (1) atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat 
mempertimbangkan untuk: a. menetapkan suatu kondisi khusus b. 
mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah 
perlindungan. (2) pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
dapat diajukan bersama sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan 
dalam rumah tangga.
75
 
Pasal 32, (1) perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling 
lama 1 (satu) tahun. (2) perintah perlindungan dapat diperpanjang atas 
                                                             
74 Pasal 30  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 
Tahun 2004 
75
 Pasal 31 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 
Tahun 2004 
 
61 
 
 
 
penetapan pengadilan. (3) permohonan perpanjangan perintah perlindungan 
diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. 
76
 
Pasal 33 (1), pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan 
perintah perlindungan. (2) dalam pemberian tambahan perinta perlindungan, 
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga 
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani.
77
 
Pasal 34, (1) berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, 
pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam 
perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambah kondisi dalam perintah 
perlindung, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, 
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing 
rohani.
78
 
Pasal 35, (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan 
penahanan tanpa surat perintah dalam pelaku yang diyakini telah melanggar 
perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan 
ditempat polisi bertugas. (2) penangkapan dan penahanan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1)  wajib memberikan surat perintah penangkapan dan 
penahan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. (3) penangguhan 
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penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana yang dimaksud 
ayat (1) dan ayat (2).
79
 
Pasal 36, (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian 
dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah 
melanggar perintah perlindungan. (2) penangkapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat 
perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
80
 
Pasal 37, (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat 
mengajukan secara tertulis tentang adanya dugaan perlanggaran terhadap 
perintah perlindungan. (2) dalam hal pengadilan mendapat laporan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , pelaku diperintahkan menghadap 
dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan 
pemeriksaan. (3) pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan oleh pengadilan ditempat pelaku pernah tinggal bersama korban 
pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
81
 
Pasal 38, (1) apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah 
melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran 
lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat 
pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi 
perintah perlindungan. (2) apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat 
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pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. (3) penahanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah 
penahanan.
82
 
18. Ketentuan Pidana 
 Penjelasan kekerasan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga beserta sanksinya: 
a. Kekerasan fisik  adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh 
sakit, atau luka berat. Adapun sanksi perbuatan kekerasan diatur dalam 
pasal 44 ayat 1 sampai ayat 4 yaitu : 
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah 
tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta 
Rupiah) 
2) Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, 
dipidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun  atau denda paling 
banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) 
3) Apabila mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (Lima Belas) Tahun atau denda paling banyak Rp. 
45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). 
4) Apabila perbuatan kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri 
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
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untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari hari, pidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00  (Lima 
Juta Rupiah) 
b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan 
psikis ini erat kaitannya dengan perasaan dan pikiran. Adapun sanksi 
bagi pelaku kekerasan ini diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 yaitu : 
1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam lingkup 
keluarga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) 
2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh suami terhadap istri atau 
sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata mata pencaharian atau 
kegiatan sehari hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta 
Rupiah) 
c. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan 
kebutuhan seksual seseorang terhadap orang lain, dari Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam 
Kekerasan Seksual meliputi : 
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1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkungan rumah tangga. 
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam ruang 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tuuan komersial 
dan/atau tujuan tertentu. 
Adapun sanksi bagi pelaku perbuatan ini yaitu : 
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yaitu 
berupa pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam lingkup 
rumah tangga tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) Tahun atau denda paling banyak Rp. 36.0000.000,00 
(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
83
 
2) Setiap orang yang memaksa seseorang yang menetap dalam lingkup 
rumah tangga untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) Tahun atau 
denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) atau 
denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
84
 
3) Kemudian apabila kekerasan pemaksaan seksual ini mengakibatkan 
korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh 
sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau 
sekurang kurangnya 4 (empat) minggu  terus menerus atau 1 (satu) 
tahun tidak berturut turut, gugur atau matinya janin dalam 
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kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit 
Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta) dan denda paling banyak 
Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
85
 
d. Kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tanggaya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 
pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar 
rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Pada 
dasarnya kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dalam masalah 
perekonomian. 
Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan penelantaran diatur dalam pasal 
49 yaitu,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
86
 
Uraian Diatas merupakan penjelasan dari kekerasan dalam rumah tangga 
menurut aturan undang-undang yang berlaku. Menurut penjelasan apa yang 
dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup jelas karena 
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didalam undang-undang telah disebutkan siapa saja yang termasuk didalam 
lingkup rumah tangga itu, kemudian penjelasan bentuk bentuk kekerasan 
dalam rumah tangga skaligus beserta sanksinya bagi pelaku. 
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BAB IV 
 ANALISIS DAN  PEMBAHASAN 
D. Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam 
  Kehidupan sebuah keluarga merupakan ajaran agama Islam yang 
sangat penting. Keluarga merupakan unit kecil atau pondasi bangunan 
masyarakat, dari keluarga yang tertata rapi dalam kehidupan sehari harinya 
dan nantinya akan terbentuk dalam masyarakat yang tertata pula. 
Oleh sebab itu Islam disamping mengatur hubungan vertikal antara 
hamba dan Tuhannya, juga mengatur hubungan horizontal sesama 
hambanya dalam membina rumah tangga Islam memberikan aturan mulai 
dari membentuk dan membangun sebuah  rumah tangga sampai dalam 
pembinaanya. Islam juga memberikan tuntutan kepada suami istri dengan 
adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, yang harus dipenuhi kedua 
belah pihak, agar terbentuknya suatu sebuah keluarga yang sakinah 
mawddah wa rahmah. 
Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang 
dilarang dalam Islam. Kekerasan dalam rumah tanggaa bisa terjadi kepada 
siapa saja dan dalam bentuk apapun, sebab islam sendiri selalu 
mengajarkan berperilaku lemah lembut dan kasih sayang antar sesama. 
Sedang secara hukum positif sebagai berikut 
kekerasan dalam rumah tangga Menurut UU No. 23 tahun 2004 
pasal 1 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
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timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).
87
 
Setelah UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga dinyatakan sah dan berlaku pemerintah 
mensosialisaikan UU tersebut kepada masyarakat, tetapi hasil dari semua 
itu kurang maksimal dan berakibat banyak anggapan-anggapan yang lahir 
dari ketidakpahaman dalam UU tersebut. salah satu ketidakpahaman 
mereka adalah mereka menganggap bahwa UU tersebut hanya melindungi 
perempuan semata sehingga secara umum masyarakat memandang sikap 
tidak peduli terhadap UU tersebut. Namun jika kita secara cermat 
menelaah ketentuan-ketentuan UU tersebut, tentunya sikap tidak peduli ini 
sangat tidak beralasan.  
dari paparan diatas dapat disimpulkan melalui tabel sebagai 
berikut: 
No Uraian Hukum Positif Hukum Islam keterangan 
1 Faktor d. Budaya Patriarkhi 
yang menempatkan 
pada posisi laki laki 
dianggap lebih unggul 
dari pada posisi 
perempuan  
e. Interpretasi agama, 
yang tidak sesuai 
f Masyarakat masih 
membesarkan anak 
laki laki dengan 
mendidiknya agar 
mereka yakin bahwa 
mereka harus kuat 
dan berani. Jika ia 
menyimpang dari 
Sama 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Lima Bintang, 2004), hlm 3 
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dengan universal 
agama,  
f. Kekerasaan 
berlangsung justru 
tumpang tindih 
legitimasi dan 
menjadi bagian dari 
budaya, keluarga, 
negara, dan praktik di 
masyarakat sehingga 
menjadi bagian 
kehidupan. 
harapan maka mereka 
dikatagorikan laki laki 
lemah. 
g Kebudayaan kita 
mendorong 
perempuan atau istri 
agar tergantung 
kepada suami. 
Khususnya secara 
ekonomi.  
h Masyarakat tidak 
menganggap bahwa 
KDRT adalah sebagai 
masalah sosial, akan 
tetapi masyarakat 
menganggap KDRT 
adalah persoalan 
masalah suami dan 
istri.  
i Banyak pemahaman 
yang keliru terhadap 
agama yang 
menganggap jika laki 
laki boleh menguasai 
perempuan . 
2 Unsur a Suami, istri, anak 
b Orang orang yang 
mempunyai 
hubungan keluarga 
dengan orang Orang 
orang yang bekerja 
membantu rumah 
tangga dan menetap 
dalam rumah tangga 
tersebut. 
c Pembantu 
a Suami 
b Istri 
c Anak 
d pembantu 
Sama 
3 Sanksi e. Kekerasan fisik  
yaitu : 
5) Setiap orang yang 
melakukan 
a. Qodzaf, Sanksi 
hukumanya 80 
cambukan. 
b. Membunuh, ialah 
Beda 
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perbuatan fisik 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 5 tahun 
atau denda paling 
banyak 
Rp15.000.000,00 
6) korban mendapat 
jatuh sakit atau luka 
berat, dipidana 
penjara paling lama 
10 Tahun  atau 
denda paling banyak 
Rp 30.000.000,00 
mengakibatkan 
kematian dipidana 
dengan pidana 
penjara paling lama 
15 Tahun atau denda 
paling banyak Rp. 
45.000.000,00 
f. jika tidak 
menimbulkan luka 
pidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 4 bulan 
atau denda paling 
banyak Rp 
5.000.000,00 
g. Kekerasan psikis : 
3) Setiap orang  yang 
melakukan 
kekerasan psikis 
dipenjara 3 tahun 
atau denda paling 
banyak Rp 
9.000.000,00. 
h. Jika kekerasan 
tersebut tidak 
menimbulkan  luka 
“menghilangkan” 
nyawa seseorang. 
Sanksi hukumnya 
ialah qishash 
(Hukuman Mati). 
c. Menyodomi,Haram 
hukumnya sehingga 
pelaku itu wajib 
dikenai hukuman, 
hukuman tersebut 
berupa ta‟zir 
d. Penyerangan terhadap 
anggota tubuh, saksi 
hukumanya 
membayar diyat (100 
ekor unta) tergantung 
pada tubuh yang 
disakitti. Penyerangan 
terhadap lidah 
dikenakan sanksi 100 
ekor unta, 1 biji mata 
dan 1 kaki 50 ekor 
unta, luka sampai 
selaput batok kepala 
dan luka dalam 1/3 
diyat, luka sampai 
tulang dan 
mematahkannya 15 
ekor unta, luka gigi 
dan lupa tulang 
hingga kelihatan 5 
ekor unta. 
e. Perbuatan cabul, 
berusaha melakukan 
zina dengan 
perempuan (namun 
belum sampai 
melakukannya) 
dikenakan sanksi 3 
tahun penjara, 
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fisik dan psikis 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 4 bulan 
atau denda paling 
banyak Rp 
3.000.000,00 
i. Kekerasan seksual  
4) Orang yang 
melakukan dengan 
pemaksaan, dipidana 
dengan pidana 
penjara paling lama 
12 (dua belas) 
Tahun atau denda 
paling banyak Rp. 
36.0000.000,00.
88
 
5) Setiap orang yang 
memaksa untuk 
tujuan komersial 
atau tujuan tertentu 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 15 
Tahun atau denda 
paling sedikit Rp 
12.000.000,00 atau 
denda paling banyak 
Rp.300.000.000,00.
89
 
6) mengakibatkan 
korban mendapat 
luka yang tidak 
memberi harapan 
akan sembuh sama 
sekali, mengalami 
ditambah jilid dan 
pengusiran, kalau 
wanita tersebut berada 
dalam kendalinya, 
seperti pembantu 
rumah tanggamaka 
diberi sanksi yang 
maksimal. 
f. Penghinaan, jika ada 
dua irang saling 
menghina sementara 
keduanya tidak 
memiliki bukti 
tentang faktanya, 
maka keduanya akan 
dikenakan sanksi 4 
tahun. 
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gangguan daya pikir 
atau kejiwaan atau 
sekurang kurangnya 
4 minggu  terus 
menerus atau 1 
tahun tidak berturut 
turut, gugur atau 
matinya janin dalam 
kandungan, atau 
mengakibatkan tidak 
berfungsi alat 
reproduksi, dipidana 
dengan pidana 
penjara paling 
singkat 5 tahun dan 
dipidana paling lama 
20 tahun atau denda 
paling sedikit Rp 
25.000.000,00 dan 
denda paling banyak 
Rp 
500.000.000,00.
90
 
j. Kekerasan 
penelantaran orang 
dalam lingkup 
rumah tanggaya,  
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda 
paling banyak Rp. 
15.000.000,00 
(Lima Belas Juta 
Rupiah).
91
 
4 Dampak  a. Tinjauan psikologi : 
6) Terisolasi 
7) Memiliki perasaan 
Dampak kekerasan yang 
dialami oleh istri dapat 
menimbulkan akibat 
Sama 
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tidak berdaya 
8) Selalu menyalahkan 
diri sendiri 
9) Memiliki harga diri 
rendah 
10) Tidak realitis 
dan memiliki sikap 
yang pasrah 
b. Tinjauan medis 
1) Aspek Fisik 
Korban : 
g) Kematian, akibat 
kekerasan fisik, 
pembunuhan dan 
bunuh diri 
h) Trauma fisik berat, 
yaitu memar, patah 
tulang, hingga cacat  
2) Aspek psikis 
korban 
Gangguan mental, 
seperti depresi, stres, 
ketakutakan, rendah 
diri, kelelahan kronis, 
putus asa, sulit tidur, 
mimpi buruk, 
disfungsi seksual, 
c. Tinjauan waktu 
a) Dampak jangka 
pendek 
b) Dampak jangka 
panjang 
secara kejiwaan seperti 
kecemasan, murung, 
setres, minder, 
kehilangan percaya 
kepada suami, 
menyalahkan diri sendiri 
dan sebagainya. Akibat 
secara fisik seperti 
memar, patah tulang, 
cacat fisik, gangguan 
menstruasi, kerusakan 
rahim, keguguran, 
terjangkit penyakit 
menular, penyakit-
penyakitpsikomatis bahk
an kematian. 
Dampak psikologis 
lainnya akibat kekerasan 
yang berulang dan 
dilakukan oleh orang 
yang memiliki hubungan 
intim dengan korban 
adalah jatuhnya harga 
diri dan konsep diri 
korban (ia akan melihat 
diri negatif banyak 
menyalahkan diri) 
maupun depresi dan 
bentuk-bentuk gangguan 
lain sebagai akibat dan 
bertumpuknya tekanan, 
kekecewaan dan 
kemarahan yang tidak 
dapat diungkapkan. 
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E. Penanganan atau solusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Isteri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas 
masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi 
penyebab  terjadinya KDRT.  Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak 
mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak 
(suami). 
2. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat 
untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum 
agama, budaya dan adat-istiadat  masyarakat. 
3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang  bisa 
memberi jalan keluar terhadap  penyelesaian masalah KDRT supaya 
tidak terus terulang. 
4. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka 
dilakukan visum. 
5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT.  Melapor ke polisi 
merupakan  tindakan paling  terakhir karena bisa berujung kepada 
perceraian. 
F. Analisis  
  Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa Islam tidak mengenal 
istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. 
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori 
kejahatan (kriminalitas) secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga 
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menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga.  Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut 
hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi / hukuman dimana hukuman 
tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh 
pelaku. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban 
Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Perlindungan hukum bagi 
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam 
yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta‟liq Talaq) 
dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu‟). 
Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah 
tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan 
Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan 
Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah 
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aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh 
advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; 
Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
C. Kesimpulan 
Salah satu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh 
beberapan faktor salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan antara suami 
maupun istri tentang masalah agama, terjadinya kesalah pahaman antara suami 
dan istri, serta kurangya pengetahui sikap dasar yang dimiliki seorang suami 
yang mudah marah, cemburu pada pasangannya, dan mudah tersinggung 
inilah yang pada dasarnya penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga. 
Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai 
tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan 
dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 
kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan 
yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut 
dihukum. Sedangkan kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap 
sebagai tindak pidana adalah berangkat dari penjelasan Pasal 5, yaitu 
kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Sedangkan ketentuan pidana 
tindak kekerasan terhadap istri yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 
2004 mengambil dari Pasal 44-49 yang masingmasing hukumannya mulai dari 
4 bulan penjara sampai 15 tahun penjara dengan denda antara lima juta rupiah 
sampai empat puluh lima juta rupiah, melihat berat ringannya perbuatan dan 
akibat yang ditimbulkan. Di samping usianya yang masih muda Undang-
 
78 
79 
 
 
 
undang ini juga perlu terus diupayakan dan disosialisasikan dibarengi dengan 
Perda setempat. Setidaknya dengan adanya Undang-undang ini dapat 
dijadikan sebagai altematif dalam melindungi hak-hak terhadap tindak 
kekerasan terutama istri. 
Kekerasan dalam rumah tangga sama-sama termasuk suatu tindakan 
pidana dalam  hukum positif dan hukum Islam. Adanya perbedaan dan 
persamaaan didalam hukum islam dan hukum positif terhadap kekerasan 
dalam rumah tangga.  . Bisa dilihat dari faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kekerasan dalam rumah menempatkan posisi laki laki lebih unggul dari 
perempuan sehingga laki laki lebih berkuasa dari perempuan. Jika dilihat dari 
unsurnya itu sama, sebab unsur terjadi nya kekerasan dalam rumah tangga 
yaitu suami, istri, anak, dan pembantu. Lalu jika dilihat dari sanksi itu sama, 
sama – sama di hukum tapi yang membedakan itu hanya hukumannya secara 
menurut islam dan menurut hukum positif.  
D. Saran 
1. Bagi Para Pengambil Kebijakan 
 Dalam memberikan Hukuman untuk para pelaku Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga diharapkan untuk lebih teliti dan melihat sejauh mana 
kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban tersebut. Agar pelaku 
tindak kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan tidak akan melakukan 
kekerasan didalam rumah tangga lagi. Pelindungan Korban atas 
kekeraasan dalam rumah tangga perlu diperhatikan. Karna masih banyak 
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korban yang bingung harus melakukan tindakan apa ketika ia mengalami 
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. 
2. Bagi Masyarakat Indonesia 
 Kekerassan merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan dimata 
hukum. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga  harus diberikan 
hukuman yang seadil-adilnya, hukuman tersebut berupa sanksi tindak 
pidana penjara dan denda. Maka dari itu bagi suami jangan mudah marah 
terhadap istri. Jika istri melakukan kesalahan nasehatilah ia secara baik 
baik. Jangan melakukan tindakan kekerasan yang dapat menyakiti baik 
istri, anak anak, dan seorang pembantu. Ketika terjadi permaslaahan di 
dalam rumah tangga tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara 
musyawarah secara kekeluargaan. Bagi istri taatlah kepada suami suami 
kalian selama tidak dilarang oleh syara‟. 
 Dengan adanya sikap saling menyayangi, saling menghargai, dan 
menghormati antara suami istri tersebut akan terciptalah keluarga yang 
harmonis. Menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan 
menyelesaikan semua masalah masalah yang ada didalam rumah tangga 
dengan cara baik baik, tentu nantinya kehidupan keluarga tersebut akan 
terasa nyaman, tentram, dan akan tercapainya keluarga yang sakinah, 
mawaddah, dan wa rahmah. 
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